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Overview Manajemen Risiko 

Dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan 

diperlukan penerapan manajemen risiko guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang 

baik. Bahwa dengan perkembangan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan guna 

mewujudkan efisien, efektif, ekonomis, kredibilitas laporan keuangan, pengamanan aset 

negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian 

Kesehatan, perlu menerapkan manajemen risiko terintegrasi dalam setiap pengambilan 

keputusan, penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif 

terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif 

dan kontinu meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, 

pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk 

mengelola Risiko dan potensinya. 

Manajemen Risiko Terintegrasi adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi dan 

pengelolaan semua Risiko yang potensial dan diterapkan terhadap semua 

unit/bagian/program/kegiatan mulai dari penyusunan rencana strategis, penyusunan dan 

pelaksanaan program dan anggaran, pertanggungjawaban dan monitoring dan evaluasi 

serta pelaporan. 

 

 

Kepala  

Balai Karantina Kesehatan Kelas I Banten 

 

drg. Resi Arisandi, MM., MH 

NIP. 197306292002121003 
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TABEL KEMUNGKINAN (PROBABILITAS) 

NO TABEL KEMUNGKINAN 

(PROBABILITAS) 

KRITERIA KEMUNGKINAN (PROBABILITAS) 

1 Hampir Tidak Terjadi (1) Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar 

biasa 

Pensentase 0-10% 

2 Jarang Terjadi (2) Peristiwa diharapkan tidak terjadi 

Pensentase > 10-30% 

3 Kadang Terjadi (3) Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi 

Pensentase > 30-50% 

4 Sering Terjadi (4) Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian 

kondisi 

Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode 

5 Hampir Pasti Terjadi (5) Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi 

Pensentase > 90% dalam 1 periode 

   

 

 

 

 

 

 

Perangkat yang dibutuhkan dalam melakukan analisis risiko adalah sebagai berikut: 
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TABEL DAMPAK (KONSEKUENSI) 

NO LEVEL DAMPAK  AREA DAMPAK 

1 SANGAT RENDAH 

(1) 

Tidak berdampak pada pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara 

umum 

Agak mengganggu pelayanan 

Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin 

Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders  

2 RENDAH (2) Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan meskipun tidak 

signifikan 

Cukup menggangu jalannya pelayanan 

Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program 

Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders 

3 Sedang (3) Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara signifikan 

Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan 

Mengganggu administrasi program. 

Kerugian keuangan cukup besar 

4 Tinggi (4) Sebagian tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan 

Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 

minggu 

Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi 

Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non 

keuangan. 

5 Sangat Tinggi (5) Sebagian besar Tujuan instansi atau kegiatan gagal dilaksanakan 

Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu 

Mengancam program dan organisasi serta stakeholders 

Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun 

non keuangan 
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Penentuan Risiko beserta dengan urutan prioritasnya menggunakan matriks analisis 

risiko sebagai berikut : 
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Kategori Risiko 
Kategori Risiko sangat penting dalam menjamin identifikasi Risiko 

yang komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan Risiko. 

Kategori Risiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. 
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Kategori Dampak 
Kategori dampak sangat penting dalam menjamin identifikasi risiko 

yang komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan risiko. Kategori 

dampak disusun sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi 
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a. Laporan profil risiko merupakan kumpulan risiko kunci yang disusun pada 
tingkat Kementerian, eselon I, eselon II dan masing-masing unit kerja. Pelaporan 
profil risiko dilaksanakan setiap tahun anggaran pada saat penyusunan rencana 
kerja dan anggaran tahap alokasi anggaran. 

b. Laporan proses manajemen risiko pada tingkat Kementerian, eselon I, eselon II, 
dan masing-masing unit kerja yang memuat informasi mengenai risiko kunci yang 
dikelola, rencana mitigasi/pengelolaan, dan realisasi mitigasi/pengelolaan Risiko 
yang telah dijalankan. 

c. Laporan pemantauan dan reviu proses manajemen risiko pada tingkat 
Kementerian, eselon I, eselon II dan masing-masing unit kerja, merupakan hasil 
pemantauan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencatatan dan Pelaporan 
Kategori Risiko sangat penting dalam menjamin identifikasi Risiko 

yang komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan Risiko. 

Kategori Risiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. 
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Tabel Identifikasi Risiko 
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Preventif (P): Yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu 

permasalahan (error condition) dari suatu proses bisnis, atau dengan kata 

lain pengendalian yang dilakukan sebelum masalah timbul. 

 

Detektif (D): Yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari atau 

mendeteksi adanya suatu permasalahan dan mencari akar permasalahan 

tersebut, atau dengan kata lain pengendalian yang dilakukan dimana telah 

terdapat suatu permasalahan. 

 

Korektif (K):  Yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jika 

terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan resiko tidak tercapainya 

tujuan organisasi, ditemukan pada kegiatan pengendalian preventif maupun 

detektif. 
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PENUTUP 

 

 Buku Pedoman Manajemen Risiko ini merupakan panduan yang berisi ringkasan 

bagi ASN dalam melakukan kegiatan operasional di Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas II Banten. Buku Pedoman Manajemen Risiko merupakan pedoman umum 

sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 TAHUN 

2019, untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap hal-hal yang bersifat teknis 

diharapkan membuat petunjuk teknis yang sesuai dengan kebutuhan di KKP Kelas 

II Banten. Buku Pedoman Manajemen Risiko diharapkan dapat berkontribusi bagi 

perwujudan good governance, dan clean governance di lingkungan Kementerian 

Kesehatan, salah satunya di Unit Pelaksana Teknis di KKP Kelas II Banten. Buku 

Pedoman Manajemen Risiko dapat ditinjau ulang dan direvisi sebagai upaya 

penyempurnaan dan penyelarasan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, kebijakan, program serta bila terjadi perubahan ketentuan yang berlaku. 

Selanjutnya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat 

diharapkan untuk kesempurnaan Buku Pedoman Manajemen Risiko ini menjadi lebih 

sempurna. 

                     

     

 

 

 


